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Radar Bali

Jadi Tersangka, /
PNS Langsﬂng
Turun Pangkat

l&EGARA - Pegawai negeri sipil (PN S)di linghmgtn

pemerintah Kabupaten Jembrana berinisial IS, akh-
irnya dijatuhi sanksi berat oleh Inspeﬁbratlemb;m
Berupa penurunan pangkat sejak ditetapkan polisi
sebagai tersangka dugaan korupsi santunan kematian.
Bahkan sanksi tersebut sudah ditetapkan dan berlaku
meski belum memiliki hukum tetap.

Hal tersebut ditegaskan olemektur Inspektorat

Ieinbrana Ni Wayan Koriani, (26/7). Menurut-
ny‘a pihaknya sudah melaku
kasus dugaan korupsi diselidiki ks
sudah diputuskan,” tegasnya. S an}uttiya p aknya
‘menyerahkan proses hukum selanjutnya pada ke-’
polisian. Namun yang jelas, IS saa be
sebagai PNS di lingkungan pemerint: »;:“-
Jembrana. akan tetapi tidak ditempatkan di dinas
sosial, saat ini menjadi salah stau staf di Inspektorat.
Kasus dugaan korupsi santunan kematian tersebut
awalnya dari laporan santunan kpmaﬂandiKelurahan
Gihmanuk. Kemudlan berkembang ke desa lainya

mampulasi data kematlap warga untuk mendapat sat-
‘unan kematian dari pemerintah kabupaten Jembrana.
‘Kerugian Negara dari korupsi tersebut mencapai Rp
451 juta. Kepolisian masih menyelidiki adanya ter-
sangka lam dalam kasus tersebut . (bas/gup)
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Kicen, Anggota
DPRD Klungkung
dan Dua Anaknya

DB}@ASAR Kasus dugaan

tuk pembangunan Merajan
Sri Arya Kresna Kepakisan di
Banjar Anjingan, Desa Pakra-
man Getakan, Banjarangkan,
Klungkung, memasuki babak
peradilan. Dugaan korupsi se
nilai Rp 200 juta dengan ter-
dakwa oknum anggota Fraksi
Gerindra DPRD Klungkung, I

‘Wayan Kicen Adnyana, dan dua
anaknya Ni Kadek Endang Astiti

-bergulir di Pengadilan 'I'ip:kov
Denpasar, Rabu kemarin (26/7).
- Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Meyer F Simanjuntak dkk di ha-

: Idapan m&s hakim pnnpinan

kqm‘pm‘?dana bantuan sosial
(bansos) fiktif Tahun 2015 un- |

‘dan I Ketut Krisnia Adiputra,

dan 56 Uadangrlmdang (Uu)
RI Nomor 31 Tahun 1999 yang
sudah diubah kedalam UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana-
Korupsl, dengan ancaman hu-

Sedangkan dua anaknya yaﬁg
- disidangkan secara terpisah,
JPU'di hadapan majelis hakim
pimpinan Ni Made Sukereni

' ,mend.akwa terda
Adiputra dan End ing Astiti,
masing- masing dengan Primer

- Pasal 3 Jo 55 UU RI Nomor 31

- Tahun 1999 yang sudah diubah
kedalam UU Nomor 20 Tahun

wa K,nsma g

2001 tentang i’emberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dan

Subsider Pasal 3 Ji 56 UU sana
dengan ancaman hukuman
maksimal 20 tahun penjara dan
denda maksimal Rp 1 miliar.
Sesuai surat dakwaan, kasus
ini berawal ketika Ketut Krisnia
Adiputra selaku Ketua Panitia

Pembangunan Merajan Sri Arya

Kresna Kepakisan mengajukan
proposal fiktif bernomor 01/
PP MSAKK/VII/2014 kepada

Bupati Klungkung. Dalam pro- -
posal bernilai Rp 305.400.000

itu, tersangka Krisnia Adiputra
memalsukan tandatangan ka-

“kaknya, I Komang Raka Wid-
. nyana, yang dia)ukan sebagai

sekretaris panitia. '

" Bahkan, terdakwa Knsma

Adiputra juga memalsukan

tandatangan Kepala Desa Per

bekel) Getakan, Dewa
Widana, beserta ster

panitia pembar
Sr1 Arya Kre:‘

GRAFIS: GTMANTMM nu

seperti Nengah Suta Wasnka,
Wayan Nyariasa, I Ketut Suana,
- I Wayan Serinteg”ujar Meyer.
' Setelah proposal itu disetujui
Pemkab Klungkung karena di-
fasilitasi anggota Dewan yang
notabene ayah dari Krisnia
Adiputra, maka uang banses
cair sebesar Rp 200 juta, sesuai
Surat Perintah Pencairan Dana
Nomor 00411/SP2D-BKT/2015
tanggal 7 April 2015. “Namun,
karena hingga 1 Maret 2016
pemba:ig!mannya tak kunjung
terelisasi, akhirnya bansos fiktif

ini rhen)adl temuan Tim Mon-

itoring dan Evaluasi (Monev)

Pemkab Klungkung dan BPKP,

pada 1 Maret2016”imbuh Meyer

yang juga kepala sekso Pidana

khusus Kejari Klungkung ini.
Atas ‘dakwaan jaksa, balk

d :
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